
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
NOMOR  08 TAHUN  2006 

TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PANGKALPINANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 
Menimbang   :  a.  bahwa pemberian penghormatan dan perlakuan sesuai 

kedudukannya harus diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dapat melaksanakan tugas 
jabatan secara lebih berhasil guna dan berdaya guna; 

 

b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan kegiatan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Pangkalpinang, perlu diberikan pembiayaan dan tunjangan 
keuangan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota 
Pangkalpinang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Pangkalpinang; 

 
Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah     Tk.II termasuk  Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah 
Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 
73,Tambahan Lembaran Negara  Nomor 1821); 



 

                  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler 
(Lembaran            Negara  Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 3363); 

 

                     3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 3851);        

 

                     4.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4033); 

     

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 4286); 
 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4310); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4355); 

 
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara  Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4437); 

 
10.    Undang-Udnang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Peemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 4438); 



 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 

Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata 
Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3432); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak 

Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia dan para Pensiunan atas 
Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3577); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3952);  

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4090); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4419); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara  Tahun 
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4540); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
4022); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang  (Lembaran Darah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7); 

 



19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-
Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Darah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03); 

 
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 
Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 
01); 

 
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2005 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006   
(Lembaran Darah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 15 Seri 
A Nomor 03); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

Dan 
 WALIKOTA PANGKALPINANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
PANGKALPINANG 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 
1. Kota adalah  Kota Pangkalpinang . 

 
2. Pemerintah Kota adalah  Pemerintah Kota Pangkalpinang. 

 
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang . 



 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang. 
 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Pangkalpinang. 
 
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wkail-wakil Ketua DPRD. 

 
7.   Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Pangkalpimnang. 
 
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota 

DPRD Kota Pangkalpinang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 
ketentuan Perundang-undangan. 

 
9. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang  Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 
10. Sekretaris  DPRD  adalah  Pejabat  Perangkat  Daerah yang memimpin Sekretariat  

DPRD Kota Pangkalpinang. 
 

11.Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk 
mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau 
pertemuan resmi. 

 
12.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara Resmi yang 

meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan 
sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan 
dan/atau kedudukannya dalam neagra, pemerintah atau masyarakat. 

 
13.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah serta 
undangan lainnya. 

 
14.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan 

dan acara resmi.  
 
15.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Neara, Pejabat 

Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam 
acara kenegaraan atau acara resmi. 

 


